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	Abstract

	
	
	This study is intended to examine more deeply the practice of distributing inheritance for heirs with mental disabilities in the village of Mantingan, and also to expose it in the view of Islamic inheritance law. This study was conducted using qualitative methods with a sociological juridical approach. The results of this study can be explained that the process of distributing inheritance for mentally handicapped heirs in the village of Mantingan is by means of family deliberations and the presence of a facilitator to maintain and manage the inheritance of mentally disabled heirs. Second, it is reviewed based on Islamic inheritance law, the practice is in accordance with the provisions in the rules of Islamic inheritance law, namely from the cause of obtaining an inheritance, which is preceded by the death of a person. Apart from that regarding the causes of inherited. In the distribution of the inheritance of the mentally handicapped heirs in the village of Mantingan, namely the existence of pengampu who manage their inheritance. The amount of inheritance that is not in accordance with Islamic inheritance law is not divided using a two to one pattern between men and women as stipulated by Islamic law.
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	Abstrak

	
	
	Kajian ini dimaksudkan untuk menelisik lebih dalam tentang praktik pembagian warisan bagi ahli waris dalam kondisi cacat mental di desa Mantingan, dan juga untuk mendedahkannya dalam pandangan hukum waris Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa proses pembagian warisan untuk ahli waris cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan musyawarah keluarga dan adanya seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental.  Kedua ditinjau berdasarkan hukum waris Islam praktik tersebut mempunyai kesesuaian dengan ketentuan dalam kaidah hukum waris Islam yaitu dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului meninggalnya seseorang. Selain itu mengenai sebab-sebab mewarisi. Dalam pembagian warisan ahli waris cacat mental di Desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisanya. Jumlah bagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam.


Pendahuluan

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Syariat Islam telah menetapkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan adil, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syarak. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup (Rofiq, 2001: 4).
Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Quran, terutama surat an-Nisaa’ ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan rasulullah Saw melalui hadisnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut di kemudian hari diabadikan dalam lembaran kitab Fiqh serta menjadi pedoman menjadi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan (Syaifudin, 2004: 2).
Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan hukum  kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi sebagiannya agar dapat melaksanakan ketentuan hukum waris ini menurut ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Sekalipun di antara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan yang mantap tentang kewarisan Islam, sekalipun hanya dasarnya mungkin seorang muslim yang taat pada aturan agamanya menginginkan untuk melaksanakan hukum waris Islam, tetapi kadang ia ragu dan takut salah yang akan menimbulka dosa (Muhibbin, 2009: 3).
Ahli waris yaitu orang yang mempunyai hak menerima warisan, namun perlu adanya seorang ahli waris yang mampu mengelola harta waris dengan baik. Karena adanya anggota keluarga atau ahli waris yang tidak dapat mengelola harta waris dengan baik, yaitu seseorang yang cacat mental. 
Seseorang bisa saja mengalami penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Penyakit mental disebabkan karena adanya kerusakan pada otak, saraf dan juga gangguan jiwa. Seseorang yang diserang penyakit jiwa (psycose), kepribadiannya terganggu, kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar, dan tidak sanggup memahami problemnya. Seringkali orang sakit jiwa tidak merasa bahwa ia sakit, sebaliknya ia menganggap bahwa dirinya normal saja, bahkan lebih baik, lebih unggul dari orang lain.
Seorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengontrol harta kekayaan dan melakukan perkawinan, untuk itulah dibutuhkan jalur hukum untuk mengatasi hal tersebut. Jalur hukum bisa ditempuh melalui pengadilan negara atau pengadilan agama, kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani masalah pengampuan.
Menurut Dzakiyah Darajdat (1995: 28) sakit jiwa itu dibedakan menjadi 2 macam. Pertama yaitu disebabkan oleh kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf atau hilangnya kemampuan berbagai kelenjar. Hal ini mungkin disebabkan karena keracunan akibat minuman keras obat obatan perangsang atau narkotika, akibat penyakit kotor dan sebagainya. Kedua, disebabkan oleh gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian secara wajar atau hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh, akibat suasana lingkungan yang sangat menekan, ketegangan batin dan sebagainya.
Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan nash dan ijmak baik gila akut ataupun temporal. Akan tetapi yang gila secara temporal ketika menggunakan harta berada dalam keadaan sehat, tindakannya dapat dibenarkan. Sedangkan kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut dia dalam keadaan gila atau sehat, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Sebab berakal sehat merupakan salah satu rukun bagi sahnya muamalah. Sehingga bila terjadi keraguan maka pada dasarnya adalah keraguan tentang keberadaan akad itu sendiri, bukan keraguan atas sahnya akad itu. Orang yang tidak sadar dan mabuk hukumnya sama dengan orang gila (Mughniyah, 2001: 683). 

Allah telah berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 5-6:
”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (safih) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) kamu yang di jadikan Allah sebai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu). Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah”.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh as-Syafi’i, Maliki, Hambali, abu Yusuf, Muhammad, dan dua orang pengikut Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah kedewasaan bukanlah merupakan persyaratan bagi penyerahan harta kepada pemiliknya, dan tidak pula bagi sahnya tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Jika seseorang mencapai usia balig dan dia mengerti lalu mengalami kesafihan, maka tindakanya dinyatakan sah dan tidak dibenarkan menghalanginya, bahkan seandainya usianya belum menginjak 25 tahun. Demikian pula jika seseorang mencapai usia balig tetapi dia belum mengerti (safih) di mana ke safihanya itu merupakan kelanjutan dari masa kecilnya dalam keadaan seperti ini, ketika dia berumur 25 tahun, dia tidak boleh lagi (Mughiyah, 2001: 689).
Maka dari itu adanya perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental.  Perwalian atas orang gila diampu oleh ayahnya. Bila ayah tidak ada maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatkanya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian dipindah ke tangan hakim, kakek dan ibu. Adapun bagi semua ashabah, maka ini tidak ada perwalian atasnya kecuali  melalui wasiat (Sabiq, 1987: 225).
Meskipun ada suatu perwalian untuk menerima dan mengelola harta orang yang cacat mental ataupun gila, namun dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila. Artinya Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dan juga orang yang cacat. Karena pada dasarnya mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak yang sama.
Pembahasan di atas menjadi perhatian khusus bagi penulis karena pada realita di lapangan penulis menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan di atas, yaitu ahli waris yang cacat mental di Desa Mantingan mendapatkan bagian yang tidak sama dari ahli waris yang lain, sehingga pentingnya memberikan pemahaman mengenai hak waris bagi penyandang cacat mental ditinjau dari hukum waris Islam.
LANDASAN TEORI
Al-mîrâts  dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar waritsa-yaritsu-irtsan- mîrâtsan yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 1556) adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.
Sedangkan yang dinamakan pewarisan atau pembagian waris adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalan nash  al-Qur’an maupun Hadis (Habiburrahman, 2011: 17).

Kemudian, istilah harta “warisan” diambil dari Bahasa Arab al- mîrâts yang artinya perpindahan sesuatu kepada orang atau kaum lain. Bentuk warisan tersebut bisa bermacam-macam, antara lain pusaka, surat wasiat, dan harta. Biasanya dibuat ketika pemilik masih hidup, lalu dibagikan ketika ia meninggal dunia. Dalam istilah faraid harta warisan disebut juga tirkah atau peninggalan. Kata ini berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Sementara tirkah dimaknai sebagai harta si mayit sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan utang, serta wasiatnya. Kalau sudah dikurangi semua itu, harta siap dibagikan al-irst (Rofiq, 2001, 29). Jika wujud warisan tersebut berupa harta, ada dua jenis yang bisa dibagikan kepada ahli waris. Pertama adalah harta bergerak berupa kendaraan, sertifikat deposito, dan logam mulia. Sebaliknya, kekayaan tidak bergerak berbentuk rumah, tanah.
Ahli waris yang mempunyai hak menerima warisan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku dalam syariat Islam. Al-Qur’an menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan Furudhul muqaddarah (bagian yang ditentukan) atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris (Hasbiyallah, 2007:6). Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena tiga hal yaitu: pertama, karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang berdasarkan perkawinan adalah duda/janda yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.  Kedua, karena hubungan kekerabatan. Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi ushūl (leluhur), furu’(keturunan), dan hawasyi (saudara). Ketiga, wala’. Ahli waris wala’ meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya (Salman, 2002: 49), sehingga untuk memudahkan pemahaman dari ketiga macam ahli waris tersebut maka para ahli faraidh mencoba melakukan pengelompokan dan penggolongan atas ahli waris tersebut. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.

Paparan berikutnya adalah terkait istilah cacat mental. Keterbelakangan mental atau biasa dibilang cacat mental dimana suatu keadaan/kondisi kecerdasan dan kemampuan mental seseorang berada dibawah rata-rata orang pada umumnya yang mengakibatkan kemampuan belajar, berfikir, mengambil suatu keputusan dan pemecahan masalah (Ridwan, 2013: 231).
Banyak pengertian dan definisi yang diberikan oleh para ahli tentang kesehatan mental dan cacat mental. Menurut kamus ilmu jiwa dan pendidikan, mental memiliki dua pengertian. Pertama adalah nonfisik, kecerdasan. Kedua adalah kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik seseorang yang tercermin dalam cita-cita, sikap dan perbuatannya ( Taher, 1977: 86).
Cacat mental atau Tuna Grahita adalah kata lain dari retardasi mental yang secara istilah dapat diartikan sebagai tuna artinya merugi dan grahita artinya pikiran. Menurut American on Mental Deficiency/AMD mendefinisikan cacat mental sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum dibawah rata-rata (sub average), yaitu IQ dibawah 84 berdasarkan tes yang dilakukan sebelum usia 16 tahun yang menunjukkan hambatan perilaku adaptif.
Cacat mental disebabkan oleh adanya penyakit jiwa (psychose). Sakit jiwa didefinisikan sebagai akibat dari tidak mampunya seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran yang wajar, atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya (Caphlin, 2004: 298).
Kemudian, terkait dengan orang dalam kondisi mengalami cacat mental dalam pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa, “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Hal tersebut diperjelas melalui Pasal 6 yang berisi:
1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan  jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya

3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;

4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 

5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteran sosial;

6. Dan hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7 yang berisi:

1. Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 
Dalam pembagian harta waris jika seseorang mencapai usia balig dan dia mengerti lalu mengalami kesafihan, maka tindakanya dinyatakan sah dan tidak dibenarkan menghalanginya, bahkan seandainya usianya belum menginjak 25 tahun. Demikian pula jika seseorang mencapai usia balig tetapi dia belum mengerti (safih) di mana ke safihanya itu merupakan kelanjutan dari masa kecilnya dalam keadaan seperti ini, ketika dia berumur 25 tahun, dia tidak boleh lagi (Mughiyah, 2001: 689). Maka dari itu adanya perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental. Ketentuan tersebut berdasar pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 6-7 berikut:
”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (safih) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) kamu yang di jadikan Allah sebai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu). Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah” (Depag, 2009: 77).
Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna ahliyyatul ada’nya (orang yang paham hukum). Seperti anak yang belum mumayyiz, maupun orang yang tidak sempurna ahliyyatul ada’nya. Menurut ulama hanafiyyah perwalian adalah  melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak (Zuhaili, 2007: 82).
Perwalian ada dua macam yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang maksudnya mengatur urusan orang yang kurang ahliyat al-ada’nya, baik menjaga, mendidik, merawat dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyyat al-ada’nya.
Selanjutnya, perlu dipaparakan terkait dasar hukum perwalian, bahwa pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya ( Nasution dan Sri Warjiati, 1997: 45).
Aturan tentang waris ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Quran, terutama surat an-Nisa’ ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan rasulullah Saw melalui hadisnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut di kemudian hari diabadikan dalam lembaran kitab Fiqh serta menjadi pedoman menjadi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan (Syaifudin, 2004: 2).
Begitupun juga untuk seorang yang menderita cacat mental. Pada dasarnya seorang anak yang menderita cacat mental tidak serta merta kehilangan hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang masih ada hubungan darah dengannya untuk megelola hartanya. Sesuai dengan ketentan hukum yang berlaku, bahwa orang dewasa yang menderita cacat mental, dungu, mata gelap maka ia mendapat pengampuan.
 Di Desa Mantingan ada tiga orang yang menderita cacat mental (idiot) yang penulis teliti. Penulis akan memaparkan terkait dengan pelaksanaan pembagaian warisan dan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembagian warisan di Desa Mantingan Tahunan Jepara. Berikut beberapa kasus tentang pembagian waris cacat mental di Desa Mantingan 
1. Pembagian warisan ahli waris cacat mental  keluarga Santoso
Pelaksanaan pembagian warisan cacat mental Desa Mantingan oleh keluarga Santoso (54 tahun) yang mempunyai saudara menderita cacat mental bernama Sumani. Sumai menderita cacat mental dari ia lahir. Sumani tinggal bersama Santoso di Desa Mantingan RT 09 RW 03. Kegiatan Sumani sehari hari terkadang ikut mengangkat kayu tetangganya. Namun terkadang hanya jalan kesana kemari yang tidak jelas ujungnya.
Pelaksanaan pembagian warisan keluarga tersebut dilaksanakan setelah Ayahnya Santoso meninggal dunia. Santoso mempunyai saudara 11 orang dimana terdapat satu penderita cacat mental yaitu Sumani. Proses pembagian warisan oleh keluarga Santoso dilaksanakan menurut kesepakatan bersama melalui proses musyawarah keluarga yang sudah diwasiatkan oleh ayahnya. Pada waktu menyelesaikan proses pembagian harta warisan Santoso mengundang keluarga dan saksi untuk pembagian warisanya. Tak terkecuali pembagian warisan bagi saudaranya yang cacat mental.
2. Pembagian warisan ahli waris cacat mental  keluarga Fadeli
Pelaksanaan pembagian warisan desa Mantingan oleh keluarga  Fadeli (56 tahun) yang mempunyai saudara yang menderita cacat mental bernama Nur Shofiq. Nur Shofiq menderita cacat mental sejak dari lahir. Nur Shofiq tinggal bersama orang tuanya, namun setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Nur Shofiq tinggan sediri dan di rawat oleh saudaranya Fadeli. Nur Shofiq mempunyai empat saudara kandung tetapi yang ada di Jepara hanya Fadeli.
Pembagian warisan untuk keluarga tersebut diselesaikan secara musyawarah oleh keluarga. Tak terkecuali dalam pembagian warisan bagi saudaranya yang cacat mental Nur Shofiq  juga diselesikan secara musyawarah keluarga, yang langsung dibagi oleh Fadeli. Setelah diselesaikan secara musyawarah kemudian membuat akta nota riil oleh notaris dan kemudian diajukan sebagai pengajuan untuk pengampuan ke pengadilan agama Jepara. Pembagian warisan dilakukan saat kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.
3. Pembagian warisan ahli waris cacat mental  keluarga Muklisin 
Dalam  keluarga Muklisin yang mengalami cacat mental adalah Wawan 16 Tahun. Cacat mental yang diderita Wawan sudah bawaan dari Wawan lahir. Wawan tinggal bersama orang tuanya di desa Mantingan RT 11 RW 03. Wawan mempunyai 1 saudara kandung perempuan yang bernama Lisa.    Dulu Wawan pernah sekolah di SD Luar Biasa tetapi karna faktor ekonomi keluarga, Wawan terpaksa berhenti sekolah dan sampai sekarang dia tidak bersekolah. Kegiatan sehari-hari Wawan hanya bermain kesana kemari bersama anak-anak disekitar. Namun Wawan yang seperti itu tetap dituntut orang tuanya untuk mengerjakan sholat. Wawan bisa melaksanakan Sholat tapi entah itu faham atau tidak. Yang jelas Wawan tidak mempuyai kewajiban untuk melaksanakan sholad karena akalnya tidak sehat.
Dalam hal pembagian warisan Wawan, keluarga belum ada indikasi untuk membagi warisan tersebut. Dikarenakan mengingat umur Wawan yang masih muda dan kedua orang tuanya belum meninggal duina.
Metode  penelitian

Jenis kajian ini adalah kualitatif yang dimaksudkan  untuk mengkaji kondisi obyek yang alamiah berikut variabel-variabel yang melingkupinya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis, yakni kajian terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah (Soekanto, 1984: 10). Jadi secara yuridis  pembagian warisan terhadap orang cacat  mental di Desa Mantingan dikaitkan dengan hukum waris Islam kemudian secara sosiologis pembagian warisan bagi orang cacat mental dikaitkan dengan keadaan masyarakat di Desa Mantingan.

Sumber data dalam kajian ini merujuk pada sejumlah keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti seperti keluarga, tetangga, orang-orang terdekat, maupun langsung kepada subyek penelitian terkait pembagian warisan orang cacat mental di Desa Mantingan, sedangkan data sekunder merujuk pada ketersediaan data pada bahan-bahan pustaka berupa  buku literatur, dokumen-dokumen resmi, al-Qur’an dan hadis yang berhubungan dengan masalah pembagian warisan terhadap orang cacat mental di desa Mantingan. 
Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskripti-analitik dengan melalui tahapan dimulai dengan mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain (Sugiyono, 2011:244).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan adalah pemindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah semua hak-haknya terpenuhi selanjutnya baru dilakukan pembagian warisan. Setelah semua hak-haknya terpenuhi ahli waris bisa bersama-sama mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian warisan. Seperti apa yang dijelaskan di KHI Bab III Besarnya Bahagian pada pasal 188 yang berbunyi: ”Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan” 
Kesamaan tentang pembagian harta waris dalam hukum Islam dengan pembagian harta waris yang ada di desa Mantingan terlihat dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului dengan meninggalnya seseorang dan setelah semua hak-haknya terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pembagian warisan yang telah terjadi di desa mantingan. Tak terkecuali dalam pembagian warisan untuk ahli waris cacat mental di desa Mantingan, yang  dilaksanakan oleh keluarga Santoso dan keluarga Fadeli. Mereka membagi harta warisanya setelah orang tuanya meninggal. Begitu pula untuk saudaranya yang menderita cacat mental juga tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan.
Dalam hukum Islam ahli waris yang mempunyai hak menerima warisan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku dalam syariat Islam. Al-Qur’an menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan Furudhul muqaddarah (bagian yang ditentukan) atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris (Hasbiyallah, 2007:6). Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu:

1. Karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang berdasarkan perkawinan adalah duda/janda yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.

2. Karena hubungan kekerabatan. Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi ushul (leluhur), furu’(keturunan), dan hawasyi (saudara).

3.  Wala’. Ahli waris wala’ meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya (Salman, 2002: 49).
Pemaparan di atas sudah menerangkan mengenai sebab-sebab mewarisi, salah satunya yaitu hubungan kekerabatan yang meliputi leluhur, keturunan dan saudara. Pembagian warisan di desa Mantingan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu keturunan dapat menjadi sebab merawisi. Tidak terkecuali untuk ahli waris cacat mental. Hal ini terdapat pada surah Al-Anfal ayat 75 dalam firman Allah bahwa “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah”. Perlu ditambahkan di sini , Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan (Rofiq, 2001: 44).
Seperti halnya pembagian warisan ahli waris cacat mental di desa Mantingan. Pewaris adalah seorang ayah yang mempunyai anak yang menderita cacat mental. Bagaimanapun kondisi anaknya tersebut ia tetap keturunanya. Seperti yang dijelaskan Santoso bahwa adiknya yang menderita cacat mental dia juga mendapatkan hak waris karena bagaimanapun dia tetap saudaranya. Cacat mental bukan halangan untuk mendapatkan warisan karena halangan untuk meneriwa warisan  dalam syari’at Islam adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris seorang mendapatkan harta peninggalan, antara lain disebabkan karena pembunuhan, beda agama dan perbudakan.

Pada dasarnya seorang anak yang menderita cacat mental tidak serta merta kehilangan hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang masih ada hubungan darah dengannya untuk mengelola hartanya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa orang dewasa yang menderita cacat mental, dungu, mata gelap maka ia mendapat pengampuan.
Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat desa Mantingan mengenai  proses pembagian warisan terhadap ahli waris cacat mental diterapkan pengampuan, baik dalam hal mengurus dan merawat orang cacat mental, maupun mengelola  harta waris seorang cacat mental. Hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Mantingan yang mempunyai anggota keluarga cacat mental. 
Seperti yang disampaikan oleh Santoso di atas  bahwa Sumani mempunyai harta warisan, yang kemudian harta warisan tersebut dikelola oleh pengampunya yaitu Santoso. Dalam mengelola harta Sumani, Santoso menjual kayu yang ada di tanah Sumani dan kemudian uang tersebut untuk kebutuhan Sumani sendiri. Meskipun Sumani adalah seorang yang cacat mental, Sumani mempunyai harta warisan. Sumani tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Seperti apa yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam KHI BAB III Besarnya Bahagian pasal 184 dinyatakatan bahwa ”Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibanya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”. Didasarkan bahwa Sumani adalah seorang cacat mental yang tidak dapat melaksanakan kewajiban mengelola hartanya, maka Sumani membutuhkan wali atau pengampu yang dapat mengelola hartanya, yaitu Santoso.
Di desa Mantingan tak hanya Sumani seorang cacat mental yang mempunyai harta warisan dan membutuhkan pengampu. Selain Sumani ada juga Nur Shofiq seorang yang menderita cacat mental dan mempunyai harta warisan untuk dikelola. Dalam hal ini Fadeli kakak dari Nur Shofiq yang menjadi pengampunya Nur shofiq. Nur Shofiq mempunyai harta warisan berupa rumah dan tanah, harta tersebut dikelola oleh pengampunya. Setelah satu tahun rumah dan tanahnya dijual pengampunya untuk kebutuhan Nur Shofiq sendiri.
Pengampuan sesuai dengan undang-undang berupa penetapan atas pengampu tersebut, Pengampu yang berasal dari anggota keluarga mendapat hak untuk mengatur serta mengurus harta si terampu. Harta benda ini antara lain yang dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari si terampu. Dan pengampu juga memiliki hak untuk ikut menikmati harta benda si terampu. Seperti pada pasal 454 KUHPerdata yang dinyatakan bahwa “Pendapatan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus teristimewa diperuntukan guna meringankan nasibnya dan mengikhtiyarkan sembuhnya” 
Wewenang lain yang didapatnya antara lain yaitu menjual harta milik terampu, menjual harta warisan milik terampu, dan sebagainya. Pada intinya pengampu berhak melakukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk dan atas nama yang diampu demi untuk meringankan nasib seorang yang diampu ataupun kebaikannya. Namun wewenang-wewenang tersebut bisa juga dicabut dan pengampu dibebaskan dari tugas mengampunya. Pengampu yang melakukan sesuatu yang termasuk dalam kriteria pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan dirinya kehilangan hak sebagai pengampu. 
Oleh karena itu, dalam hal pembagian warisan bagi ahli waris cacat mental di desa Mantingan ada kesesuaian dengan hukum Islam tentang pengampuan. Bahwa seorang yang cacat mental  tidak serta merta kehilangan hak warisnya, hanya saja membutuhkan seorang pengampu untuk mengelola hartanya. Seperti halnya yang sudah terlaksana di desa Mantingan.
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimanapun berada di dunia ini. Corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di suatu Negara, atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. (Thalib, 2004: 1). Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan Rasulullah Saw melalui hadisnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Tentang ketentuan dalam hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an, bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari yang diterima oleh anak perempuan. (Sjadzali,1997: 61).
Dalam hal ini yang terjadi pada masyarakat desa Mantingan kecamatan Tahunan dalam pembagian warisan cenderung melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan jalan musyawarah dan wasiat. Prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian perdamaian, sedangkan bagi masyarakat setempat pembagian harta warisannya berdasarkan musyawarah dan wasiat, kemungkinan tidak ada yang merasa dirugikan.
Pembagian warisan yang ada di desa Mantingan ini  mayoritas diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan musyawarah tak terkecuali untuk ahli waris yang menderita cacat mental. Meskipun ahli waris cacat mental tersebut tidak dapat mengelola harta warisanya sendiri namun tetap mengadapatkan bagian warisan sesuai kesepakatan hasil dari musyawarah keluarga.
Adapun yang dijadikan dasar dalam menyeleksi adalah maslahat umum. Maslahat itu dapat ditinjau dari dua segi yaitu: mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudaratan (kerusakan, kesulitan dan keburukan) dari kehidupan umat. Sesuatu dianggap baik oleh agama bila di dalamnya terdapat unsur manfaat dan tidak ada padanya unsur yang menolak. Begitu pula suatu tindakan dinyatakan tidak baik bila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat. Bila kedua unsur tersebut terdapat dalam suatu perbuatan maka yang dijadikan penilaian adalah unsur mana yang terbanyak. (Syarifudin, 1984: 64).
Dalam KHI Bab III Besarnya Bahagian Pasal 183 dijelaskan tentang pengertian bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dalam pembagian harta waris masyarakat lebih memilih dengan cara musyawarah dan di dalam musyawarah setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu mereka menganggap dengan musyawarah akan memperoleh hasil yang adil. Mereka menganggap dengan jalan musyawarah semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan. Meskipun hasil perolehannya berbeda dengan apa yang ada di dalam al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan.
Di dalam al-Qur’an  Allah berfirman dalam penggalan surat an-Nisa ayat 11 bahwa “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila. Artinya Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dan juga orang yang cacat. Karena pada dasarnya mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak yang sama. 
Ayat di atas berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak anak laki-laki dalam pembagian harta warisan yakni dua berbanding satu. Sedangkan dalam praktik pembagian warisan di desa Mantingan, tidak menggunakan pola dua banding satu antara antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi harta waris dibagi menggunakan sistem wasiat yang kemudian dimusyawarahkan kekeluargaan. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.
Penyandang cacat mental yaitu Sumani. Dalam pembagiannya dengan musyawarah dengan hasil pembagian warisan yang sama. Namun Sumani penderita cacat mental mendapatkan tanah warisan yang letaknya kurang produktif dibandingkn saudara yang lain. Karena Sumani tidak dapat mengelolanya sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan hukum waris Islam.
Berbeda dengan pembagian warisan di keluarga Santoso, jika dalam pembagian warisan keluarga Fadeli walaupun dengan memakai sistem yang sama yaitu dengan cara musyawarah keluarga tapi  jumlah bagian warisanya di bagi sama rata tidak memandang ahli waris cacat mental. Dalam pembagian warisan ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam namun memakai hukum waris adat.
Hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama   atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu (Hadikusuma, 2003: 105). Menurut sistem individual hukum waris adat banyak sedikitnya bagian setiap ahli waris tidak ada ketentuan yang pasti, sedangkan menurut sistem hukum waris Islam sudah ditentukan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan.

Adapun faktor diberlakukanya hukum waris adat  dengan dibaginya harta waris secara musyawarah, tidak dibagi secara hukum waris yang sudah ditetapkan, yakni  antara ahli waris laki-laki dan perempuan dua berbanding satu adalah anggota keluarga.

Ibnu Katsir, Al-Alusi Ar-Razi, Muhammdad Abduh dan Al-Marghi (Ilyas, 2015: 318-319) mengemukakan satu alasan yaitu laki-laki membutuhkan harta lebih banyak dari pada perempuan karena sebagai suami dialah yang menanggung belanja istrinya.

Laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan demi menjaga prinsip  keadilan dalam pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Sebab tuntutan laki-laki dalam kehidupan lebih banyak daripada tuntutan saudara perempuanya. Laki-laki yang dibebani tanggung jawab nafkah dirinya, mahar, nafkah keluarga, nafkah anak-anaknya, membantu ayah dan ibunya yang fakir. Anak perempuan tidak dibebani apapun dari kewajiban sosial (Az Zuhaili, 2011: 398). 
Simpulan
Berdasarkan pada kajian di atas, ada beberapa simpulan yang bisa penulis sampaikan bahwa proses pembagian warisan ahli waris cacat mental di desa Mantingan sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam jarang dipakai di desa Mantingan termasuk untuk pembagian warisan bagi penyandang cacat mental. Hal itu dikarenakan pembagian warisan tersebut dilakukan secara musyawarah dan wasiat langsung dari pewarisnya. Adapun saksi untuk pembagian warisan tersebut yaitu dari perangkat desa Mantingan. Ahli waris cacat mental tidak serta merta kehilangan haknya. Proses pembagian warisan untuk ahli wais cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan adanya seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental. 
 Praktik pembagian sebagaimana tersebut dapat ditelisik dalam tinjauan hukum  waris  Islam bahwa pembagian harta waris cacat mental yang ada di desa Mantingan mempunyai kesesuaian yaitu dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului dengan meninggalnya seseorang dan setelah semua hak-haknya terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pembagian warisan yang telah terjadi di desa Mantingan. Selain itu mengenai sebab-sebab mewarisi, yaitu hubungan kekerabatan yang meliputi leluhur, keturunan dan saudara. Pembagian warisan di desa Mantingan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu keturunan dapat menjadi sebab mewarisi meskipun ahli waris tersebut menderita cacat mental. 
Dalam pembagian warisan ahli waris cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisanya, hal ini juga sesuai dengan Hukum Islam. Pembagian warisan tersebut tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam. Akan tetapi harta waris dibagi menggunakan sistem musyawarah keluarga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila. Artinya Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dan juga orang yang cacat. Karena pada dasarnya mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak yang sama. 
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